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Menimbang

GIIBERIIUR LA.MPI'![G,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1),

Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Keg'a dan Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus
dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten l,ampung
Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l dan Rancangan Peraturan
Bupati l,ampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, dilakukan evaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dan RPJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2l dan Rancangan peraturan Bupati l"ampung
Tengah tentang Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2I;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2O20 (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah P.rsat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O (l-embaranr Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134. Tambahan
Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perrerin Lahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, lambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a, (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402g);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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8. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ra1.yat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 1o6);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengeloiaan Kettangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
RepubLik Indonesia Nomor 6322);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahtrn 2O2O terltang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Vints Di.sease 2019 (COVID-I9)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelematan Ekonomi Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021,
(kmbaran Nega:'a Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2.012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang
Sistem Informasi Pemerint_ahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasihkasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencarraan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatal dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor g8g);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedomar Tekrris Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
iRepublik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan
Peraturan Daera-h tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2l tentang
Percepatan Penanganan Corona Vints Dlseose 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2l ten,ang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 581);

22. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 17 /PMK.O7 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahu.n
Anggaran 2O21 dalam rangka Mendukung Penanganganan
Pandemi Corona Covid Disease 2Ol9 (COVID-19) dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun
2O2l tentalrg Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2O2l dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Dampaknya;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 202i
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pernutakhiran Klasifikasi,
Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan
Keuangan Daerah;
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MEMUTUSKAIIT:

KEPUTUSAN GUI]ERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAI{ 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TENGAH TEIITANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Hasil Evaluasi R{rncangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Perrdapatan da:r Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam La.mpiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melalukan penyempurnaan dall hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan
Rancalgan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi
Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register dari
Gubernur dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati
Lampung Tengah tentang Penjabalan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 1 menjadi
Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya Keputusan ini.

Dalam ha-l Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung
Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan Rancangan
Peratural Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 'llahun Anggaran 2O27 menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 202 1 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah.
Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untul:
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Lampung Tengah segera menyampaikan peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja. Daerah Tahun Anggar an 2O2l dan
Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang penjabaran perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur l,ampu ng paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Menetapkan :

KESATU :

XEDUA :

XETIGA :

I(EEMPAT :
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Di tetapkan di Bandar Lampung
Padatanggal lq -lO - 2o2t

I
GUBERNUR LAMPUTG

ARIilAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia Perwakilan Provinsi lampung di lanopung Teogah;
3. Inspektur Provinsi Larapung di Laapulrg Tengah;
4, Kepala Biro HukuE S€kretariat Daerah Provinsi l,aopung di lampulg Tengah;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanopung Tengah di Gunung Sugih.


